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TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL PADA ANAK

(Studi di Wilayah Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten
Agam dan Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukiitinggi)

(Nabila Tazki, 1610111099, 70 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2021)

ABSTRAK

Hukum adat sebagai aturan yang mengatur perbuatan dan tingkah laku masyarakat, timbul, tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang dipertahankan sebagai tata tertib hukum. Dalam hukum adat
dikenal istilah delik adat yang artinya segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat jika dilanggar
akan mendapatkan sanksi adat atau reaksi adat. Namun ada kalanya delik adat yang dilakukan seseorang juga
sekaligus menjadi delik pidana dalam hukum formal, seperti kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur
yang terjadi di Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan TV Koto, Kabupaten Agam. Sehingga, selain pelakunya
diberikan sanksi adat oleh pemuka adat, secara berbarengan dikenai juga sanksi pidana oleh Negara karena
kasusnya ditangani oleh Polisi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti
adalah, Pertama, Apakah sanksi pidana adat dapat dijatuhkan secara berbarengan dengan sanksi hukum positif
Indonesia terhadap kasus pencabulan dengan korban anak di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah penyelesaian
tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui peradilan adat di wilayah Kerapatan Adat Nagari, Nagari
Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilihat melalui penelitian hukum dengan melihat
norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta serta penerapannya di lapangan. Dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penjatuban sanksi adat dan pidana tidak boleh dijatuhkan secara
berbarengan dan seseorang tidak boleh dihukum sebanyak 2 (dua) kali terhadap perbuatan yang sama jika
dikaitkan dengan sebuah asas hukum yang kita kenal dengan asas nebis in idem (diatur di dalam Pasal 76 ayat
(1), ayat (2) KUHP) yang artinya seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya
telah diputuskan oleh hakim dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988
pada tanggal 15 Mei 1991 yang pada intinya mengatakan bahwa jika reaksi adat atau sanksi adat telah
dijatuhkan oleh Kepala dan Para Pemuka Adat melalui Peradilan Adat, maka pelaku tindak pidana adat tidak
dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya secbagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara
(Pengadilan Negeri). Adapun saran yang penulis berikan adalah agar hakim lebih jeli dalam
mempertimbangkan penjatuhan hukuman kepada pelaku dengan mempertimbangkan yurisprudensi yang ada.
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